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eningkatnya  jumlah
permohonan penguji-
an undang-undang ke
Mahkamah Konstitusi dalam
beberapa tahun terakhir me-
munculkan kekhawatiran pub-
lik akan dampak pada rendah-
nya kualitas proses legislasi.
Hingga akhir Mei 2025, MK

telah menerima 95 permohon-

an (Kompas, 31/5/2025). Pada
2024, MK juga telah memutus-
kan 158 perkara pengujian UT,
jumlah tertinggi sepanjang se-
jarah.

~Mengapa fenomena ini terja-
di? Apa implikasinya dan bagai-
mana mengatasinya?

Implikasi yudisialisasi

politik

Fenomena ini menunjukkan
fakta pergeseran politik legisla-
si, yakni, pertama, menguatnya
fenomena yudisialisasi politik
(udicialization of politics).

Menurut Ran Hirschl (2008)
dalam "The Judicialization of
Mega-Politics and the Rise of
Political Courts”, fenomena ini
menjelaskan pergeseran penye-
lesaian problem proses legislasi
yang merupakan ranah politik
di parlemen dan presiden ke

- ranah pengadilan,

Dalam konteks Indonesia, -

pembuat UU adalah DPR dan
presiden, tetapi ketika UU ber-
masalah dibawa ke MK dan ini

menjadikan MK masuk ke da-
lam arena politik.

Kedua, peran MK kian do-
minan. MK semakin sering di-
minta menguji UU. Hal ini me-
nunjukkan ketergan
DPR, presiden, dan publik pada
lembaga ini dalam menyelesai-
kan masalah konstitusional.

Ketiga, proses pembentukan
UU di DPR dan presiden buruk,
dan hanya mengejar target, ser-
ta minus partisipasi publik dan
transparansi,

Keempat, proses pengesahan
rancangan undang-undang
menjadi UU di DPR lebih dido-
minasi oleh kepentingan politik
pembuatnya ketimbang kepen-
tingan publik.

Di antara empat fenomena

. itu, yang paling menonjol dan

mengkhawatirkan adalah feno-
mena yudisialisasi politik kare-
na akan berdampak pada tak
sehatnya relasi ketatanegaraan
tiga cabang kekuasaan (trias po-
litika), yakni antara DPR, presi-
den dan MK, berupa relasi yang
tak berimbang,

Padahal, ciri negara hukum
demokratis adalah keseimbang-
an hubungan antartiga cabang
kekuasaan sebagai manifestasi
doktrin checks and balances da-
lam hukum tata negara.

Akhir-akhir in, cabang keku-
asaan yang perannya paling do-
minan dalam desain ketatane-

garaan Indonesia mutakhir
adalah MK karena MK memi-
liki kekuasaan yang dominan
dalam menentukan kebijakan
publik dan arah negara,

Dalam sistem ini, putusan-
putusan MK dalam pengujian
UU atas UUD 1945 dianggap
lebih penting, berwibawa, dan
kuat daripada keputusan politik
dari DPR dan presiden.

Seharusnya tak boleh terjadi
adanya peran dominan dalam
sistem negara hukum demokra-
tis (nomocracy).

Druscilla I Scribner (2010)
dalam *The Judicialization of
(Separation of Powers) Politics:
Lessons from Chile” mencon-
tohkan bagaimana pengadilan
konstitusi di Chile terlibat da-
lam sengketa politik antara le-
gislatif dan eksekutif, tetapi
berujung dan mengarah pada
keseimbangan hubungan keku-
asaan dalam sistem politik.

Fenomena yudisialisasi poli-
tik di Indonesia ini pada titik
tertentu akan berdampak bu-
ruk pada lembaga MK. Pertama,
MK hanya akan menjadi keran-
Jang sampah bagi DPR dan pre-
siden. Ketika RUU yang disah-
kan cacat formil dan’materiil,
lalu diprotes publik, maka akan
segera direspons dengan nada
dingin, "silakan diuji ke MK”,

Kedua, berpotensi melemah-
kan kredibilitas MK karena se-
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ringnya MK terlibat dalam
pengujian UU yang cacat dapat
berpotensi merusak reputasi
dan kredibilitas lembaga ini,

Ketiga, akan berpotensi me-
munculkan “politikasi keputus-
an MK?”. Pelan tetapi pasti,
MK dapat terjebak dalam di-
namika politik dan menggerus
obyektivitas dan independensi-
nya.

Memotong yudisialisasi :

politik

Oleh karena itu, diperlukan
upaya untuk memotong mata
rantai fenomena yudisialisasi
politik ini, yakni diperlukan pe-
nguatan kualitas proses legislasi
di DPR dan presiden,

Perlu pelibatan partisipasi
masyarakat sipil, akademisi,
dan para ahli dalam proses pe-
nyusunan RUU agar UU yang
dihasilkan lebih berkualitas,
serta memenuhi prinsip demo-
krasi dan prinsip hak asasi ma-
nusia.

Partisipasi publik ini Juga di-
perlukan agar dapat menganti-
sipasi potensi pelanggaran kon-
stitusional produk UU sehingga
cacat UU tidak harus diselesai-
kan melalui pintu yudisialisasi
politik di MK, tetapi bisa disele-
saikan lewat pintu politik di
DPR dan presiden saat un-
dang-undang tersebut masih
berbentuk RUU.



